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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemerintahan Desa di Kubang Putiah Kab. Agam
(1984-2001)”. Tulisan sistem pemermtahan 1n1 memberikan gambaran umum
bagalmana terj admya perub han-s C rtahan terendah di Sumatera Barat
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

yang akan menjadi lapis acs ddru.” Pemberlakuan undang-

undang ini mengalami banyak masalah dalam penerapannya di Sumatera Barat.

1 Audrey Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik
Indonesia 1926-1998, Jakarta: Buku Obor, 2005, hal. 407.

2 Ibid., hal. 406.

3 Ibid., hal. 407-408.



Hal ini disebabkan karena nagari adalah lembaga sosial politik yang membudaya
di Sumatera Barat dan segala upaya yang dilakukan untuk mengubahnya selalu

gagal. Selain itu pembentukan pemerintahan desa yang sekaligus menghapus

sistem pemerintahan nagari ini, dan berpotennsi menghilangkan identitas sebagai
sayang sejatinya

[ | h S-

masyarakat

e

-

prigkabau) dapat dianggap

disetujui pada tanggal 10 Novet
Pada tanggal 1 Agustus 1983 Undang-Undang dan Perda tentang

Pemerintahan Desa secara efektif telah mulai dilaksanakan di wilayah Sumatera

4 Gusti Asnan, Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, Yogyakarta:
Citra Pustaka, 2006, hal. 265.
5 Ibid., hal. 265-266.



Barat. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Sumatera Barat
No.162/GSB/1983. Sebelumnya, sejak Oktober 1982, Pemda Sumatera Barat
telah menyiapkan sebanyak 277 Desa Pilot Proyek. Di samping itu, Pemda

sejumlah penataran, pelatihan, serta

Sumatera Barat juga telah melakukan

(VERSIIAS-ANDA] o

| ) 13 e

"o IS
2%
B

[cls ng“iuntuk memutuskan® nag

]
] 11and

akany, kehilfngan

addl § -

daripada sebelumnya.®
Peningkatan jumlah dana pembangunan yang diterima, tidak serta-merta

menghilangkan permasalahan yang ada, karena kemudian muncul permasalahan

6 Ibid., hal. 266.
7 Audrey, op. cit, hal. 407-408.
8 Ibid., hal. 409.



baru pada tiap jorong yang telah menjadi desa seperti kurangnya sumber daya,
kurangnya fasilitas, adanya pandangan rendah terhadap kepala desa, serta

terjadinya perpecahan wilayah nagari. Akhirnya pada tahun 1988 dilakukan

Untuk itu memeliltara=s fian adat, maka pemerintah

Sumatera Barat mengeluarkan Perda No.13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera

9 Gusti, op. cit, hal. 266-268.
10 Audrey, op. cit, hal. 409.
11 Ibid., hal. 410.



Barat. Peraturan ini berusaha mempertahankan beberapa kekuasaan tradisional
nagari dengan mendirikan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun lembaga ini

kekurangan kekuasaan dalam urusan pemerintah yang aktual.'? Sebagai akibatnya,

——

KAN setempat pada tahu t fitiah terdiri dari 14 jorong,

yakni Jorong Kuruak, Bulaan Kamba, Koto Baru, Balai Bagamba, Kampuang Pili,

12 Audrey, op. cit, hal. 411.

13 Ibid., hal. 411.

14 1bid.

15 BPS, Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997, hal. 3.



Lurah Surau Baranjuang, Aia Kaciak, Gurun Aua, Kubu Katapiang, Kampuang
nan Limo, Pincuran Landai, Kalumpang, Mato Jariang, dan Lukok.'® Pada periode
awal pemerintahan desa di Kubang Putiah terdapat sejumlah 14 desa di wilayah
ini, sesuai dengan jumlah jorong yang ada. Ternyata setelah melewati tahap

WEWSEEESM@WJ di 2 (dua) desa

[} Dag

“Mulisan  yang me

B. Batasan dan Rumusan Masalah

16 Ibid.



Agar penelitian ini lebih mengarah pada pokok persoalan, maka dibatasi
dengan batasan spasial dan temporal. Batasan spasialnya yaitu wilayah Nagari
Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang

merupakan objek dari penelitian ini. Batasan temporal penelitian ini yaitu mulai

dari tahun 198 RSV y 1984 dengan

e

=i

& g

ang Pemerintah?

da bula

nilang-Wndang

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat secara lebih dekat
keberadaan pemerintahan desa di Kubang Putiah pada masa itu. Sesuai dengan
perumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan proses perubahan dari pemerintah nagari ke desa di

——

dari VOC hingga Reformast=4 entang bentuk dan corak

pemerintahan yang terdapat di Sumatera Barat sejak masuknya VOC hingga ke

pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan.'”

17 Gusti, op. cit,.



Berbicara tentang pemerintahan desa di Sumatera Barat bukanlah suatu hal
yang baru, Imran Manan dalam bukunya berjudul Birokrasi Modern dan Otoritas

Tradisional di Minangkabau (1995),'"® antara lain membicarakan tentang

A 6lech
ﬁc&%éolitik

Indonesia 1926-1998. Buktrvtas ang sejarah politik Sumatera

——

18 Imran Manan, Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau, Padang:
Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995.

19 M. Hasbi dkk, Nagari, Desa, dan Pembanguan di Sumatera Barat, Padang: Genta
Budaya, 1990.



Barat hingga periode akhir penjajahan sampai masa reformasi. Selain itu buku ini
juga memaparkan mengenai keberadaan nagari di Sumatera Barat.

Selain itu juga ada Skripsi Welhendri yang berjudul “Perubahan Corak
Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU NO.5/1979 : Kasus Koto Tinggi
12TBSIAMAAE A\§ rendri  tersebut

s

ditujukan pada akibatpi -~

wilaya

20 Welhendri, “Perubahan Corak Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU No.5/1979 :
Kasus Koto Tinggi Kabupaten Agam (1974-1992)”, Skripsi, Padang : Fak. Sastra Unand, 2001.

21 Yelfa Adri, “Kepemimpinan Ninik-Mamak dalam Sistim Pemerintahan Desa : Studi
Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”, Skripsi, Padang: Fak. Sastra
Unand, 2004.

22 Suharmen, “Dinamika Pemerintahan Kenagarian Cubadak Kecamatan Talamau
Kabupaten Pasaman Sumbar 1969-1983”, Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2001.

10



Kemudian juga Skripsi oleh Decky Ikhwanto, “Implementasi
Pemerintahan Desa di Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
(1983-2001)”. Dalam tulisannya, Decky memaparkan mengenai dinamika
serta dampaknya dalam bidang

pemerintahan desa di Guguak Malalo

Kata pemerintahan berasa

23 Decky Ikhwanto, “Implementasi Pemerintahan Desa di Guguak Malalo Kabupaten
Tanah Datar Sumatera Barat (1983-2001)”, Skripsi, Padang : Universitas Andalas, 2014.

24 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta :
Gramedia, 1992, hal. 40.

25 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
hal. 101.

26 Sartono Kartodirdjo, op.cit.

11



melaksanakan sesuatu, sedangkan orang yang menyuruh melaksanakan sesuatu itu
disebut perintah. Perintah adalah adalah orang atau lembaga yang punya
kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau kelompok masyarakat.”’” Istilah

pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau cara yang dilakukan oleh

27 Pipin Syarifin, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung : Pustaka Setia, 2006,
hal. 72.

28 Ibid.

29 Ibid., hal. 77.

12



Sedangkan pemerintahan dalam artian sempit adalah suatu lembaga yang
terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas negara.*

Pemerintahan daerah (pasal 18 UUD 1945) menyatakan bahwa pembagian

atugn Re 'blil_'<

di agi-

30 Abu Daud Busroh. Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Kasara, 2001, hal.81.

31 HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.
Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 2.

32 Khairani Fitri. “Peranan Pucuk Pimpinan Adat dalam Pemerintahan Desa di Nagari
Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (1974-2016)”. Skripsi.
(Padang: Universitas Andalas, 2017). Hal. 8.

33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13



dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan provinsi, tingkatan kabupaten (kota besar), dan
desa (kota kecil), nagari, dan sebagainya.

Sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat sebelum berlakunya UU

an mengurus keperluan

masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa

34 Pemerintahan Nagari Kubang Putiah. Adat Salingka Nagari Kubang Putiah. Kubang
Putiah : Pemerintahan Nagari. 2010. Hal. 10.

35 UU No.5 Republik Indonesia tahun 1979.

36 HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.
Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 3.

14



dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut.’’

Desa dapat melakukan
perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki,

kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di

]
k:kkatn

denganfitradisi

Rertal iBatif 1

itu maka pemerintahan Orédes pimpinan Socharto berupaya

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Ari Dwipayana, Pembakaran Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2003, hal. 2.

40 Sutardjo Kartohadikoesoemo, Desa(Yogyakarta, 1984), hal. 39.

15



menjadikan  pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam setiap
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tiap daerah.*'
Mulai diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979 di Sumatera

Barat pada tahun 1983 setelah keluarnya Perda No.13 telah mengubah tatanan

RSITAS w%

ganisasi formal pada™

bi

tetapi juga menyangkut pilia ang menang. Dalam konteks

41 Decky Ikhwanto, op.cit., hal. 11-12.
42 Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sinar
Grafika. 2012. Hal. 85.

16



politik pihak yang kalah harus bisa menerima apa pun keputusan yang akan dan
telat dibuat.”
Pada dasarnya konsep tentang perubahan bentuk pemerintahan dari nagari

ke desa merujuk pada suatu proses peralihan dari suatu tahapan kondisi tertentu ke

pirflya, perubahan tersck

L]
itian stidi il

yosmetode seja

[ tg i..:’ pe

maupun Perpustakaan PuSat=d as. Sementara sumber arsip
seperti surat-surat, sertifikat, dan buku catatan diperoleh dari masyarakat Kubang

Putiah dan arsip serta dokumen-dokumen milik pemerintah desa, pemerintah

43 Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial (Jakarta : Yayasan Obor, 2001), hal. 235.
44 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta : Bentang, 1995), hal 89.

17



kecamatan, dan pemerintah kabupaten, Badan Pusat Perencanaan Statistik
Kabupaten Agam. Penelitian ini juga memakai sumber lisan yang diperoleh
melalui wawancara dengan tokoh-tokoh maupun masyarakat Kubang Putiah,

seperti Gusmal (mantan pejabat kepala desa), Yarlis (Ketua KAN sekaligus

benar dan ada yang salah“P#g anpa penafsiran sejarawan,

data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan
keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan

menafsirkan ulang. Interpretasi ini sendiri terdiri dari dua macam, yaitu analisis

18



yakni menguraikan kemungkinan yang didapat dari sumber yang telah
dikumpulkan dan sintesis yakni menyatukan sumber-sumber untuk merujuk pada
keterangan suatu peristiwa sejarah.

Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan atau

penulisan sejarah /as

BAB IV menjelask : pemerintahan desa, yakni

tentang pemilihan kepala desa, sumber pendapatan desa, serta penataan ulang

jumlah desa menjadi dua desa di Kubang Putiah.

45 Jbid., hal. 94-99.

19



BAB V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari
permasalahan-permasalahan bab sebelumnya serta gambaran keseluruhan
mengenai pemerintahan desa di Kubang Putiah. Bab ini juga merupakan jawaban

atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah.

20
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BABII

KONDISI NAGARI KUBANG PUTIAH

A. Kondisi Geografis dan Administratif

——

Sebelum d_iberla cann No.5 tahun 1979, Nagari

Kubang Putiah terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong Bulaan Kamba, Jorong Lurah

1 BPS, Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997, hal. 3.

2 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putiah, Adat Salingka Nagari, 2010, hal. 1.
3 Ibid.

4 Ibid.



Surau Baranjuang, Jorong Kampuang Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong
Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang,
Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia

Kaciak, Jorong Gurun Aua, dan Jorong Kampuang Nan Limo. Ternyata setelah

Regrouping Umvﬁﬂglameﬁﬂﬂtﬂkkﬁ menjadi dua

g, - " o I . . ,1
hz}“ uds'Desa ubang 1
1:‘1_.\.
a ng 5
lel B
ratrBa
Pili
a
. simale Pak a
7 ng %
u |
9.- ang
B -
1 1\1\ g,
S e
h
desa gEM@J&h‘Qe i dan
Ung sA ',
Desa THl_t'_ﬁt ,[Nﬁ =
Keadaan topografis K n besar memiliki permukaan

tanah yang landai. Hal ini disebabkan karena Kubang Putiah berada di wilayah

kaki Gunung Marapi. Hanya terdapat satu sungai yang mengalir melalui daerah

5 Pada beberapa daerah dusun merupakan pemerintahan terendah setingkat kampung atau
kelurahan. Sedangkan di sini dusun disetarakan dengan jorong/korong.

22



ini yakni Batang Rakik.® Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini, seperti jenis
tanah yang terdapat hampir di seluruh wilayah Kecamatan Banuhampu Sungai
Puar, yakni tanah andhosol.” Tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di daerah ini di

antaranya padi sawah, tebu, kulit manis, jeruk manis, lobak/sawi, cabe, kentang,

6 Masyarakat Kubang Putiah lebih mengenalnya sebagai Ngarai Rakik saja sebagai
sebutan untuk sungai ini, sebab debit air yang sudah sangat kecil sehingga hanya menyerupai
ngarai (jurang) daripada sungai. Hal ini sangat berlainan dengan kebanyakan orang Minangkabau
yang lebih mengenal Batang Aia sebagai sebutan untuk sungai.

7 Tanah andhosol merupakan jenis tanah berwarna hitam akibat aktifitas vulkanis dari
gunung berapi.

8 BPS, op.cit., hal. 2.

9 Ibid., hal. 6.
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Di Kubang Putiah hanya terdapat satu jembatan yaitu jembatan yang
berada di perbatasan antara Bulaan Kamba dengan Koto Baru. Prasarana
transportasi di Kubang Putiah berupa jalan raya, yaitu jalan kampung dan jalan

kabupaten yang menghubungkan Kubang Putiah dengan daerah lain misalnya

berjumlah 4025jiwa*e Ywa-dan perempuan

2275 jiwa serta sex ratio 77, sedangkaff’ peiduduk Desa Kubang Putiah Bawah
berjumlah 3295 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1502 jiwa dan perempuan

sebanyak 1793 jiwa serta sex ratio 84. Dengan demikian dapat diketahui bahwa

kepadatan penduduk di Desa Kubang Putiah Ateh adalah 900 jiwa/km® sedangkan
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di Desa Kubang Putiah Bawah adalah 1716 jiwa/km®. Jumlah rumah tangga di
Desa Kubang Putiah Ateh adalah sebanyak 924 rumah tangga sedangkan di Desa
Kubang Putiah Bawah sebanyak 661 rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa jumlah jiwa per rumah tangga di Desa Kubang Putiah Ateh adalah 4

(empat) jia e W‘vﬁgslnm AER jah Bawah adalah 5

p——
w0
]
'
"
A '
Sl
2%
Aa b

%d1  Minangkaba

Syarat

[}
Ajteh mé

disebuff:‘surs

-

fAapdt B mas

10 7/bid., hal. 38.

11 M. Rasjid Manggis Dt Rajo Panghoeloe, Minangkabau, Sedjarah Ringkas dan
Adatnya, Padang: Sridarma, 1971, hal. 65.

12 KAN, op.cit., hal. 2.

13 Bagi masyarakat Kubang Putiah, tidak ada perbedaan panggilan untuk masjid atau
mushalla. Masjid dan mushalla tetap dipanggil dengan sebutan surau dalam kehidupan sehari-hari,
hanya saja untuk kepentingan surat-menyurat, baru digunakan panggilan mesjid atau mushalla.

14 BPS, op.cit., hal. 41.
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jumlah penduduk dan anak-anak sedikit, biasanya anak-anak tersebut akan dikirim
untuk mengaji di TPA yang ada di dusun lain.
Sampai tahun 1997 fasilitas pendidikan yang terdapat di Kubang Putiah

ialah 7 (tujuh) buah Sekolah Dasar (SD), 2 (dua) buah SLTP (SMP dan Mts), dan

penduduk pendatang. Etnis asy i adalah etnis Minangkabau.

Namun karena masyarakat Kubang Putiah cukup terbuka terhadap pembaruan,
mereka tidak menolak adanya pendatang asalkan mematuhi aturan yang berlaku di

Kubang Putiah.

15 KAN, op.cit.
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Nagari Kubang Putiah mempunyai pakan atau balai sebagai pasar nagari
yakni Pakan Akaik yang terdapat di Jorong Kuruak Pakan Akaik. Sebagaimana
pasar tradisional lainnya di Minangkabau, Pakan Akaik memiliki hari balai yakni

pada hari Minggu. Selain itu, untuk memasarkan hasil pertanian serta memenuhi

umé pemg@einta

34 fat. S

Adat Minangkabau itu sendiri terbagi atas empat tingkatan, yaitu :

16 Wawancara dengan Yarlis, Mantan Kepala Desa Kubang Putiah Ateh di Kubang
Putiah. 27 Juli 2017.
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1. Adat nan sabana adat, yaitu kenyataan yang berlaku dalam alam,
sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api
membakar, adat air membasahi.

2. Adat nan diadatkan, yaitu_sesuatu sistem dan atur berperilaku yang

Roda pemerintahan nagari dijalankan oleh tiga orang pemimpin yang

disebut juga dengan tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin yang terdiri dari

17 Idrus Hakimy, Dtk. Rajo Panghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam
Minangkabau, Bandung : Remaja Rosyda Karya, 1994, hal. 20.
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penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai. Tiap mereka mempunyai fungsi
masing-masing antara lain :
a. Penghulu, mengatur tentang kehidupan adat

b. Alim ulama, mengatur tentang kehidupan beragama

i TCIRTD) 3.
8. ilikan dan "pembagiaft Sug
1:‘1_1

Ol akai (1g

satu rumah atau beberapa=m pimpin  oleh tungganai yang

18 Asral Datuk Putih, Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan, Tanggapan
Terhadap buku DR. Safroeddin Bahar : Masih Ada Harapan, Jakarta : LPPM Tan Malaka, 2005,
hal. 239.

19 /bid.

20 Matrilineal adalah sistem ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan
dilangsungkan menurut garis keturunan ibu semata-mata dan pusaka atau hak waris juga
ditentukan menurut garis ibu. Lihat Mochtar Naim, Merantau: Pola migrasi Suku Minangkabau,
Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1984, hal.18-20.
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merupakan lelaki tertua dari pihak garis ibu.?' Pengelolaan adat sehari-hari yang
terdapat di Kubang Putiah dilakukan oleh Kerapatan Adat yang ada.
Berbicara tentang pelapisan sosial, di Kubang Putiah pada hakikatnya

tidak ada pelapisan sosial di daerah ini, baik dari segi ekonomi maupun terhadap

masyarakt perda l@ﬁlglsl maﬁtklﬁl

lal
*ada empa ben ‘l

N'r
Kedudukan -- o

pengaruh dalam masyarakat dan ké& ar*Orang yang mempunyai pendidikan

yang tinggi, kaya dan punya pengaruh serta kekuasaan bisa menjadi pemimpin

informal di tengah masyarakat dan hal ini juga berlaku di tengah-tengah

21 Ibid.
22 A.A. Navis, Alam Takambang Manjadi Guru, Jakarta: Grafiti Press, 1984, hal. 136.

30



masyarakat Kubang Putiah. Hal ini ditandai ada pendatang dengan pendidikan
serta pengaruhnya orang tersebut dihormati oleh masyarakat. Di Kubang Putiah
hampir tiap desa ada pendatang dengan kebanyakan pendatang baru menetap di

Kubang Putiah tahun 1986, yakni setelah dilakukannya pembukaan kompleks

aniag O anta
ang.dia bilkan, B

“n

-Hate
A |

-----

tagak sapamatang atau tagak-sa 0 randah.”

23 Yarlis, op.cit.
24 [bid.
25 Ibid.
26 KAN, op.cit.
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Hal ini juga terlihat dari adanya pecahan suku dari kedua kelarasan
tersebut di daerah Kubang Putiah.”” Pecahan-pecahan dari kedua suku ini
berjumlah 10 suku, yakni Salayan, Koto, Pili, Guci, Simabua, Pisang, Sikumbang,

Malayu, Payo Bada, dan Tanjuang. Dari suku-suku tersebut terdapat sejumlah 75

27 Wawancara dengan Gusmal, Mantan Pejabat Kepala Desa Kubang Putiah Ateh di
Kubang Putiah. 21 Juli 2017.

32



Dt. Bandaro Basa
Dt. Sinaro

Dt. Sinaro Nan Elok
Dt. Maleka

. Dt. Bagindo Basa
10. Dt. Yang Mandaro

000 N o

e e e

>
z
L]

Dt. Rangkayo Basa

4. 1
5. 1
Sikumbang l. 5
2. Dt. Palindih 1
3. Dt. Tumbijo 1
Malayu 1. Dt. Putiah Sabatang 1
2. Dt. Bandaro Putiah 1
Payo Bada 1. Dt. Rangkayo Basa 1
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2. Dt. Tumamat 1
10 | Tanjuang 1. Dt. Rajo Endah 1
Sumber: KAN Kubang Putiah, Adat Salingka Nagari, 2010

Wilayah Minangkabau menurut tradisi terdiri atas dua daerah utama yaitu

28 Tsoyoshi Kato, Rantau Pariantaft aPCsisir Minangkabau Abad XIX dalam Akira
Nagazumi, Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang, Jakarta: YOI, 1986, hal.78. Lihat juga MD.
Mansoer, et al, Sedjarah Minangkabau, Djakarta: Bharata, 1970, hal. 2.

29 Mestika Zed, Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanam Paksa
Kopi di Minangkabau Sumatera Barat, Thesis, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas
Indonesia, 1983, hal 24-26. Lihat juga Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, Pokok-Pokok
Pengetahuan Adat Minangkabau, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 22.

30 Perbatasan antara Kubang Putiah dan Ladang Laweh. Balai Bagamba nantinya akan
masuk ke wilayah Kubang Putiah dan Gobah nantinya termasuk wilayah Ladang Laweh.
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mamak sembilan suku yang pertama akan tinggal di Patamuan Gobah Balai
Bagamba yang nantinya sebagai cikal bakal daerah Banuhampu yang terdiri dari
limo nagari.’’ Sedangkan ninik mamak sembilan suku yang kedua melanjutkan

perjalanan ke arah utara dan berhenti di_Gobah Balai Banyak yang nantinya

sebagai cial of IW'WERSIIASOMEHR gry sekarang ini.

e

al 0 Bag ebal

at 'dari phratry lainnya

gd scjalan d'gar_i

dhfl nag

31 Niniak mamak yang sembilan stku perhenti di Patamuan Gobah Balai Bagamba
yang mereka namakan Banuhampu. Banu artinya anak keturunan, sedangkan hampu artinya iduak
Jjari (ibu jari). Dari sinilah awal mulanya Banuhampu yang sekarang ini menjadi nama kecamatan,
yakni Banuhampu Sungai Puar. Dan tersebutlah dalam ucapan keseharian dari orang tua-tua, kalau
mereka pergi ke Kubang Putiah atau beripar besan dengan orang Kubang Putiah mereka
menyebutnya ke Banuhampu.

32 Phratry atau fratri berarti keluarga, suku, garis keturunan.

33 KAN, op.cit., hal. 5.

34 Gusmal, op.cit.
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sebatang Pohon Kubang yang bunganya berbentuk daun berwarna putih.
Kampung di mana tempat berdirinya balai tersebut sampai kini masyhur juga

disebut Balai, sedangkan Balai Adat yang sekarang berada tidak jauh dari tempat

N g 2
=)

ark ﬁmV%SLIASaMrﬁ di™h

-

[emurun, seperti daffaya

g yang

dimiftalah fperset

on- HN -

penduduk pemukiman suato=t¢ rang-kurangnya empat

suku yang berbeda dan setiap kelompok suku itu sudah mempunyai Panghulu.

35 KAN, op.cit.
36 Yarlis, op.cit.
37 Gusmal, op.cit.
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Namun dalam berdirinya Nagari Kubang Putiah didasarkan kepada telah adanya
empat koto / lareh dengan sepuluh suku, yaitu:
1. Koto/Lareh Lurah (meliputi wilayah Desa Balai Bagamba, Kampuang

Pili, Aia Kaciak, dan Lurah Surau Baranjuang)

Ba]an]ang di nan lere

Sudah balantak basupadan
Cancang latiah rang dahulu
Nak sanang hati anak jo cucu

39

38 KAN, op.cit. hal. 6.
39 Ibid.
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Sebagai syarat-syarat pokok untuk sahnya suatu nagari di Kubang Putiah
menurut adat sebagaimana tersebut dalam tambo sudah terpenuhi, yaitu:
1. Ba labuah, artinya jalan raya nagari.

2. Ba tapian, artinya tabek tempat mandi anak nagari.

sHantara

L]
hidari h

a_magari-Bagari

a8 ke

enjalankan keputusan dari

pemerintah.*

40 Ibid., hal. 7.

41 Asral Datuk Putih, Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan, Tanggapan
Terhadap buku DR. Safroeddin Bahar : Masih Ada Harapan, Jakarta : LPPM Tan Malaka, 2005,
hal. 239-240.

42 Gusmal, op.cit.
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Pada fase pemerintahan nagari inilah Nagari Kubang Putiah diberi
kebebasan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari, termasuk
dalam hal mengelola aset dan kekayaan nagari. Masyarakat Nagari Kubang Putiah

menikmati sendiri hasil-hasil dari nagarinya. Keadaan berubah setelah keluarnya

gawir hal-
GSA L

permasalahan

adat demi menarik simpati n¥a asa itu.* Guna memperlancar

proses pemerintahannya di Sumatera Barat, maka pemerintahan Belanda

mengangkat kepala nagari yang populer dinamakan dengan “Pangulu Basurek”.

43 Yarlis, op.cit.
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Pengangkatan pangulu basurek dinyatakan dengan besluit (surat keputusan) oleh
pemerintahan Belanda. Sebagai pangulu basurek untuk menjalankan tugas sebagai
kepala nagari. Atas besluit tersebut, pangulu basurek menerima gaji serta

mendapat hak menjadi pachter candu serta mendapat ‘persenan’ atas setiap pikul

tangan dari Belanda ke maSyasal Crupakan orang-orang yang

bisa mendekati dan ‘menjilat’ kepada Belanda. Selain itu, di Kubang Putiah juga

terdapat banyak pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, juga

44 Gusti Asnan, Pemerintah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, Yogyakarta :
Citra Pustaka, 2006, hal. 97.

40



adanya tentara dalam dan tentara luar yang terselubung dan selalu dicari-cari oleh
Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang, mereka lebih mengeksploitasi sumber

daya baik manusia maupun alam melalui kerja paksa dan tanam paksa. Kerja

menyatakan bahwa pimpinan=ag an Perwakilan Nagari (DPN),

Dewan Harian Nagari (DHN), dan Wali Nagari (WN). DPN merupakan lembaga

yang dibentuk untuk pengganti KNID nagari yang tidak demokratis lagi

45 Daerah di Pulau Punjung
46 Yarlis, op.cit.
47 Gusmal, op.cit.
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sehubungan dengan kentalnya pengaruh pemimpin adat dalam kepemimpinan
KNID.
Tugas DPN adalah sebagai panitia penyelenggara pemilihan wali nagari.

Setelah DPN terbentuk di Nagari Kubang Putiah, mereka segera melakukan

ga'khusus yang disebu denl

dalam an

48 Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia,
Jakarta : UNDP, 2006, hal. 163.
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sinyatakan, Wali Nagari serta apett oleh orang yang terlibat dalam

pemberontakan PRRI.*!

49 Gusti Asnan, op.cit., hal. 256.
50 Ibid., hal. 258.
51 Ibid., hal. 260.
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Sebagai respon dari Pemerintahan Sumatera Barat atas ketetapan presiden
tersebut, kemudian dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat

No.02/Desa/GSB-Prt/1963 pada tanggal 30 Mei 1963 tentang Nagari dan

Pemerintahan Nagari.”> Keputusan _Gubernur memuat tentang bentuk

dan Musyawarah

Perwakilan Rakyat Nagar P RN dipilih langsung oleh

rakyat yang masa jabatannya sama dengan wali nagari. DPRN ini bertugas untuk

mengatur anggaran keuangan nagari, mengangkat wali nagari, dan menetapkan

52 Ibid., hal. 261.
53 Imran Manan, Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau, Padang :
Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995, hal. 81.
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peraturan nagari.”® Pada SK Gubernur tahun 1968 juga dijelaskan bahwa
persyaratan untuk menjadi seorang kepala nagari atau anggota DPRN adalah
berjiwa proklamasi dan pancasilais.” Para perangkat nagari tidak boleh terlibat
dalam peristiwa pemberontakan PKI, baik secara langsung maupun tidak langsung

dan tidak pe WIER&MAS AN ALAS

be 8 il
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g .
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54 1bid., hal. 1. :
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sajarangan yang sempat ahan nagari sebelumnya.

Menurut Gusti Asnan, perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk

menyukseskan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang telah dimulai sejak tahun

56 Gusmal, op.cit.
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1969, di samping adanya keinginan untuk menjadikan nagari sebagai ujung

tombak Orde Baru.”’

Pada periode pergolakan PKI di Indonesia, terdapat sejumlah 13 orang

57 Gusti Asnan, op.cit., hal. 265.
58 Gusmal, op.cit.
59 Ibid.
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BAB III

PEMERINTAHAN DESA DI KUBANG PUTIAH

gNﬁ5

1] Ne- tahun 1979

ini perlu ditunda dan akan dilakuk gcara’ bertahap. Untuk sementara, acuan

tentang pola pemerintahan di tingkat terendah, tetap mempedomani Surat

1 Irhash A. Shamad. Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah,
Sumatera Barat di Masa Orde Baru (Bagian 4). Padang : TAIN IB Press. 2001.



Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974. Sementara itu, pemerintah daerah mulai
melakukan langkah-langkah persiapan untuk menyesuaikan produk Undang-

Undang No.5 tahun 1979 dengan kondisi lokal sendiri. Di antara langkah

persiapan yang dilakul cF‘I grm Kﬁﬁ dang-undang ini kepada

ANGS2
disampaikan oleh
Pemerintah Kabupaten Agam yang™® dipimpin oleh Mhd. Nur Syafei

sebagai Bupati kepada Pemerintahan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Di

2 Ibid,.
3 Mestika Zed, dkk. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan. 1998. Hal. 258-260.
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tingkat Sumatera Barat sendiri, penyampaian aturan baru ini diawali dengan
pengumpulan dan pengadaan rapat bersama wali nagari se-Sumatera Barat ke

Kota Padang, sebagai pusat pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Rapat tersebut

e

melakukan sosialisasi perubahan si ntahan dari nagari menjadi desa ini

di Kubang Putiah. Akhirnya pihak kecamatan terpaksa turun tangan langsung

4 Wawancara dengan Gusmal, Mantan Kepala Desa Kubang Putiah Ateh di Kubang
Putiah. 21 Juli 2017.
5 Ibid,.
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untuk menemui kepala-kepala jorong yang ada di Kubang Putiah sebagai tahap
awal sosialisasi pemerintahan desa di Kubang Putiah. Setelah pertemuan tersebut,

Pemerintahan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar mulai melakukan penyebaran

TupaKd

atera™ Barat

Syaf kat

.

mamak dan tokeh nias

Selama diterapkannya pemé desa, terdapat banyak kendala yang

ditemukan dalam masyarakat. Misalnya dalam menjalankan keputusan,

6 Ibid,.
7 Wawancara dengan Yarlis, Mantan Kepala Desa Kubang Putiah Ateh di Kubang Putiah.
27 Juli 2017.
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pemerintah desa bersifat menekan dan tidak mengenal toleransi. Penerapan
aturan-aturan baru dari pemerintah kecamatan pun berlangsung lambat karena
harus melalui pertimbangan kerugian dan manfaat sebelum diterapkan baik oleh

masyarakat

Selain itu partisipasi dan u n masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan juga menurun karena terpecahnya kehidupan masyarakat dalam

8 Wawancara dengan Yardi, masyarakat Kubang Putiah di Kubang Putiah. 26 Juli 2017.
9 Gusmal, op.cit.
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hukum adat. Misalnya pada pembangunan saluran irigasi di Desa Balai Bagamba.

Pada masa pemerintahan nagari, pembangunan irigasi dilakukan perwakilan

pemuda hampir dari seluruh jorong yang ada di Kubang Putiah karena merasa

erumg

perang

s perkay jnan,

rinfghan
. R

10 Yardi, op.cit.
11 Yarlis, op.cit.
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B. Terbentuknya 14 Desa
Penentuan sikap untuk melaksanakan UU No. 5/1979 baru bisa ditetapkan

pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya Perda No.7 Tahun 1981 tentang

usan Desa dalam Provinsi

kAS.

Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Perﬁhﬁ)

~—allVEK3I IADS A

Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

O N

de ) “mengindahkan keragaman keadaan desa dan

A # = rm TA T a - " i

ketentuan adat istiadat yang masih berlaku” dan de§a_yan dimaksud dalam
CINT T R . NG5 >
undang-undang tersebut “adalah suatu wilaiah iang ditempati oleh sejumlah

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung

di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Jadi,

12 Irhash. op.cit.,
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penerapan jorong menjadi desa menyebabkan beralihnya otoritas politik
masyarakat dari nagari kepada jorong. Padahal jorong, pada waktu sebelumnya,

merupakan bahagian dari nagari dan tidak mempunyai otoritas pemerintahan

sendiri kecuali hanya sebagai ﬁelaksana administrasi di tingkat bawah."

| 3 1AS ANDAY A~

PPersoalan kebljaksanaan ﬁenetapan iorong sebagai unit pemermtahin
terendah setingkat desa ini sudah menjadi topi erdebatan ang hangat d1
T 6 SR

kalanﬁan tokoh-tokoh masyarakat di Sumatera Barat sebelum dlkeluarkanni

pe.raturan daerah terkalt hal tersebut Pada Bulan Januari 1978 iemerlntah daerah
menieleniﬁarakan diskusi tentani iemerlntahan desa iani diikuti oleh kalangan
toﬁoh -tokoh intelektual, kalanian ulama, serta kalanian ﬁemuka adat

Permasalahan utama yan i

i B e

penetapan desa ;ang dlmaksudkan dalam Rancanian Undan%-Undani No 5
T!hun 1979. Dua iersoalan yang menlmbulkan dilema dalam ﬁenetaparwaltu
iblla peniertlan Eang dlsebut denian ‘desa’ oleh iusat ;ama denian nag'ﬁl di
Sumatera Barat (berada langsun bawah kecamatan), maka akan
meniakibatkan berkuraninia i'umlah bantuan desa iani diterima oleh daerah dari
pemerintah iusat. Selain itu, bila yang din;atakan sebagai ‘desa’ adala‘&l‘- i’oronf’
yang merupakan bahagian dari nagari sesuai dengan SK Gubernur KDH Tk. I
w_. 1A . 1a - COSCURe

Sumatera Barat No. 259/GSB/1977, maka kemungkinan akan menyebabkan

LINTuT == aNGo”

hilangnya fungsi nagari. Ini akan meniakibatkan munculnya persepsi yang kurang

baik karena menghilangkan struktur pemerintahan nagari yang mempunyai hak

diangkatkan dalam diskusi ini adalah men angkut

asal usul, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945. Sejak semula

diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini memang tidak ditujukan

13 /bid,.
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untuk mendapatkan keputusan. Akan tetapi hanya dalam rangka mengumpulkan
pendapat yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi tim perumus. Dengan

demikian apapun kecenderungan pendapat peserta diskusi, tidak mutlak menjadi

acuan dalam menetapkan aﬁlkah nasari atau jorong yang akan ditetapkan

~—alIVEKS1 ] ANDAY A ~
setingkat desa. Penyelenggaraan diskusi ini akhirnya hanya menjadi formalitas
i eem _ul U B Ay, w1

agar pemerintah daerah tidak terlihat bertindak sendiri dalam mengambil
O R WA Y Y 7 f

konsensus yan meniadikanjorong sebagai desa.ff
. 5 %

b

an
;. mlah

g -~
desa yang baru—(s&si dhan)-bantuan yang
diterima menjadi 3.544 x Rp 2 juta™=Rp7,;088 milyar atau melonjak sekitar tujuh

kali lipat. Sejak itu berubahlah status desa yang semula diwakili oleh nagari.

14 Ibid,.
15 Mestika Zed, dkk. op.cit., Hal. 260.
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Semua jorong yang semula merupakan bagian dari wilayah nagari, dengan SK
Gubernur No. 162/GSB/1983, ditingkatkan statusnya menjadi desa. Dengan

perubahan itu, terjadilah pembengkakan jumlah dari wilayah pemerintahan

VERSITAS ANDAT -

I ; masyarakat Sumatera Barat
tldak secara spontan menerima perberlakuan undan -undang ini, karena adan

1 % G Y 57 P
kesuhtan dalam menentukan pilihan aﬁakah naiarl atau Joroni iani akan
idlkan desa Padahal ioroni hania ber.peran sebaial ﬁembantu tugl
ad.m1n1strat1f dar1 nagari. Selain itu iuia terdaﬁat kekhawatiran masiarakat bahwa
den%an bentuk pemerintahan iani tidak sesuai denian nilai-nilai ma-si_ arakat
Minangkabau sendiri nantinya akan menyebabkan perpecahan dalam

[ . G <

masyarakat Namun akhirnya UU No. 5 tahun 1979 beserta Perda No. 13 _tahun
1983 tetaﬁ diterapkan di Sumatera Barat termasuk di Kubang Putiah.™
K

terendah.'®

o

g

L

3% ) e an

ﬁ'{ njadi
- *Hﬂ

pemerintahamr—desa, ™k kdesa,—sesuai dengan

Jorong K3

jumlah jorong yang ada sebelumnyad ubang Putiah."

16 Ibid,.
17 Gusmal, op.cit.
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Pemerintahan kecamatan yang melakukan sosialisasi ke jorong-jorong
langsung menetapkan bahwa kepala jorong dapat bertindak sebagai kepala desa

sementara sebelum dilakukan pemilihan kepala desa yang baru.'® Desa-desa yang

T
ot

i

A

/

P
1§
\I‘

N

di rumah masing-masing

kepala desa serta perangkat desa lainnya.

18 Yarlis, op.cit.
19 Gusmal, op.cit.
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Kepala desa yang sudah dilantik ini tetap menjabat sebagai kepala desa
selama beberapa tahun sampai dilakukannya penataan ulang pada tahun 1988.
Sebelum dilakukannya penataan ulang tersebut tidak banyak permasalahan yang

dihadapi oleh

gkat"dgsa ini t

erd@i at
R

Syarat-syarat pengangkatan-dan®pemberhentian sekretaris desa, kepala-

kepala urusan, dan kepala dusun diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan

20 Ibid.
21 UU No. 5 Tahun 1979
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pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yakni mengenai syarat-
syarat calon, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan lain sebagainya. Untuk

memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang

dikepalai oleh kepala.dus ﬁgli K rﬁ Tg-ditetapkan oleh Menteri
o ULV EL Sidasl

NTUH e .
dimufakatka ch Ke gvarakat. Kepala desa
menetapkan keputusan desa setcla gSyawarahkan/dimufakatkan dengan

LMD. Yang dimaksud dengan musyawarah/mufakat adalah musyawarah yang

22 Ibid.
23 Yardi, op.cit.
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menghasilkan mufakat. Keputusan desa dan keputusan kepala desa tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.**

Dengan beralihnya funﬁi pemerintahan dari nagari ke desa, maka dalam

— alIVEESI 1AD ANDAT a
kehidupan masyarakat terdapat dua lembaga kepemimpinan anak nagari. Dalam
hal ang menyan kuL administrasi ‘_‘B@m.eringhan adalah kepala desa sebagai
B R W T T i B

leman dalam §0Wstiadat adalah nagari
L B - TV i
sﬁ)aiai lembaga informal. Selani'utnia untuk menentukan kedudukan Nagiri
dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 1983
H = “ N
No. 13/1983 tentang Nagari Sebagai Masyarakat Hukum Adat yang
pelaksanaannya dilakukan KAN dengan pertimbangan bahwa : j
g 1]
©1. _Dengan dihapuskannya fungsi nagari dalam pemerintahan Provinsi
% L TN < i
Sumatera Barat, maka perlu diatur kedudukan, fungsi, dan eran.an
A \ S,

AR 4B

nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
5 ]

A B
Provinsi Sumatera Barat.

ari di daerah Sumatera Barat

—m™m lA.Ta o
dan pemban%llrlan di daerah Sumatera Barat tidak dapat diabaikan baik
(L4

UNTy ANGSP

dalam bidang®politik, ekonomi, sosial budaya, atau pun pertahanan

keamanan.

24 Undang-Undang No.5 Tahun 1979
25 Perda No.13 tahun 1983
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Dalam pelaksanaan pembangunan di desa-desa, peran Kerapatan Adat
Nagari (KAN) hanyalah bersifat konsultatif bagi desa-desa yang berada dalam

wilayah nagarinya.*® Artinya keputusan yang ditetapkan oleh KAN adalah sebagai

pedoman bagi kepala desa dan sebalikn blla dian ip perlu kepala desa dapat

r“'f:lTIUl‘thl : klbnl.(h e
memberikan pendapat kepada KAN. Hal ini menga ibatkan terjadi dualisme
|~ oA Ul B Ay o i

andan an ‘dalam mas arakat Di satu pihak masyarakat berhubungan dengan
p g }’ e P'__ ,‘xn g g

pimerlntahan desa y%befkaltan denian hal-hal iani bersifat formal dan di laln
p1hak iuga berl%an denian lembaia KAN iani berkaltan d%adat
1st1adat dan kebiasaan i ﬁ h1dui dalam masiarakat Mlnani KAN t1d!k
mlem111k1 otoritas dalam meniambll keﬁutusan keﬁutusan i i me hgkut
kei)entln an desa. Apablla terJad1 ﬁerbenturan antara keﬁentmian gakat

iam dengan ro ram pemerlntahan ang dijalankan melalui otoritas kepala

< Lk y
desa, maka Pucuk Adat akan berada pada posisi yang lemah.?”’
I} ra

L
o @ >
d 1 - -
-

"'h.
0
At ®

F_.l-""'-- g - - s
NarmJembal !’r&--: (g tidak dapat
berfungsi atau memfungsikan dirinya se€araCtektif. Pada hakikatnya KAN yang

diberi peranan dalam pengurusan adat dan kebiasaan anak nagari, demi menjaga

26 Irhash. op.cit.,
27 Ibid,.
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kesatuan nagari pada dasarnya adalah lembaga tanpa wewenang dalam urusan
pemerintahan. Artinya pemuka masyarakat nagari (informal leader) tidak dapat

mencampuri urusan pemerintahan desa, karena dalam Perda No.13 tahun 1983
tersebut dijelaskan ke ﬂglmr‘ﬁs KNﬁA sanya sampai menjadi
o3 keums!ma alch eLe&a& : :

dJ..

'ANﬁ5ﬂk

dengan adat

28 Mestika Zed, dkk. op.cit., Hal. 268-269.
29 Yarlis, op.cit.

30 Gusmal, op.cit.

31 Surat Keputusan KAN Kubang Putiah.
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b. Menyelesaikan perkara adat dan adat istiadat.

c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum

terhadap masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan

788 -‘ . ﬁmﬂs ﬁrnlﬁslainnya menurut

kekayaan milik nagari.

h. Membuat rencana anggaran belanja dan lumbung nagari.
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Sedangkan menurut Perda No. 13 tahun 1983, segala urusan adat istiadat
dikelola oleh nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Beberapa fungsi

nagari menurut pasal 3 perda tersebut adalah : *

a. Membantu pemerintah dalam mejrll{usahakan kelancaran pelaksanaan

~IVEESI LA ANDAL A o

“pembangunan di segala bidang, terutama bidang kemasyarakatan dan

I - 5
# l_!ﬂuda 2 R ‘.

Mengurus hukum adat dan adat istiadat dalam nagari.

Ao W

arta kekaiaan masiarakat naiari iuna keientingan hukum

juga adanya persengketaan atau perkara perdata
_sMenyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat

& kK jH R
Minangkabau, dalam melestarikan, dan

rangka memperkaya,
MBS S

mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan
; 5 ,

e

1. Ketua

2. Wakil Ketua :'Y. Dt. Marajo

32 Irhash. op.cit.,
33 Surat Keputusan KAN Kubang Putiah.
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&

Wakil Ketua : Drs.H. Muslim Mulyani
Manti Nagari : Maas Marfin St. Rajo Ameh

Wakil Manti Nagari : Abdul Kadir St. Bagindo Sati

rJZen

ardijSutan §

asrifgSuta
. -

Faisal St. Sati

M. Nasir St. Tanameh
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Nazwar Sutan Sati

Yuliar Sutan Batuah

Umar Sutan Sinaro

D. Dt. Marajo (Pyk)

Sy. St. Bandaro (Kerinci)
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Dt. Putih nan Sabatang (Bgr)
Dt. Rangkayo Basa (Jkt)

Dt. Malano Kayo

Jarmilis St.S

M. Idris St. Pangeran

Syofyan Saidi Sutan
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Jalmir St. Marajo
Seluruh Kepala Dusun (karena jabatan)

- Bidang Keuangan Nagari

"’.

Semarang : H. Dasmir

Maluku : Sakmal St. Bandaro
Jepara : Amir St. Sati
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Malaysia : Haji Sulem

Selain itu, terdapat lembaga-lembaga pemerintahan desa sesuai yang

‘. N ﬂS i

asak. Dalam

kegiatan memasak sendiri PKK d bu Katapiang dan Mato Jariang

mendapat gelar “rajo pangek” karena keunggulannya dalam memasak gulai

34 Yarlis, op.cit.
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pangek. Sedangkan di Kampuang Nan Limo terdapat empat orang pengurus PKK

yakni Zaimar, Nita, Murni, dan Tini.*

Karang Taruna merupakan lembaga kepemudaan yang menaungi kegiatan

.

anggota dala

khatib, dan Ustadz Sawir. Sedangkd : mam nagari dipegang oleh Muslim

Mulyani. Majelis Ulama ini berfungsi untuk menaungi seluruh kegiatan

35 Wawancara dengan Murni Azis, Ketua PKK Kubang Putiah Ateh di Kubang Putiah
Ateh. 27 Juli 2017.
36 Gusmal, op.cit.
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keagamaan yang terdapat di seluruh desa di wilayah Kubang Putiah serta

mengatur pembagian ‘guru’ atau khatib untuk masing-masing surau dan masjid.

Selain itu Majelis Ulama juga dilibatkan dalam mempertimbangkan keputusan-

37 Wawancara dengan Muslim Mulyani, tokoh ulama Kubang Putiah di Kubang Putiah.
5 September 2017.
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BAB 1V

DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA

3 lc‘ a Aaltd acla

A Plhhan \ VEeﬁSlThS AN DA

dngsung

efara K
- IS

0

bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan

1 UU No.5 Tahun 1979



tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang
bersangkutan.

8. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-

pekerjaan sebagai kepala desa deng3

Kepala desa diangkat oleh bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II

atas nama gubernur kepala derah tingkat I dari calon yang terpilih. Masa jabatan

2 Ibid.
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kepala desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Penetapan

masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tenggang

waktu tersebut dipandang ]]T gh ng kepala desa untuk dapat
nyelon oo k*‘l M}!as-]g ﬁrb !ﬁ Serean T

memenuhi

Wawancara ini biasanya dilakukat
masing-masing desa. Nama calon yang muncul dari hasil wawancara tersebut

akan diserahkan ke Pemerintahan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar untuk

3 Ibid.
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disetujui dan dilakukan pembinaan, pelatihan, dan penataran selama beberapa
hari.* Kemudian kepala desa yang terpilih dilantik dan di-SK-kan langsung oleh

Bupati Agam. Acara pelantikan kepala desa dilakukan secara serentak untuk

keempat belas desa dike TTE Kﬂ astd+=Sungai Buluah. Dalam
antilkant keulm da g

) erjan;i

bffwenang mengang

bersumpah/berjanji, bahwa saya da menjalankan jabatan atau pekerjaan
saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan negara, daerah dan

4 Wawancara dengan Gusmal, Wali Nagari Kubang Putiah Ateh di Kubang Putiah. 21
Juli 2017.

5 Wawancara dengan Yarlis, Kepala Desa Kubang Putiah Ateh di Kubang Putiah Ateh.
27 Juli 2017.
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desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan
dan akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, daerah dan
desa. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga
membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan
masyarakat desa pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia."

NIVERSITAS ANDA} A<

[A1id NeIE
w1

ban

6 Gusmal, op.cit.

7 UU No.5 Tahun 1979

8 Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain ialah perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat desa setempat. Lihat Penjelasan UU No. 5 tahun 1979.

68



Larangan bagi kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan atau
melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan
negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa adalah dimaksudkan

untuk menghindarkan penyi mglanggar kepentingan

U E

04 sekarang) dan pemilihan Kepala™D¢ gbang Putiah Bawah dilakukan di SD

Bawah (SDN 05 sekarang). Dari empat calon yang tersedia pada pemilihan,

9 Ibid.
10 Yarlis, op.cit.
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keluarlah nama Rusdi St. Palimo Sati sebagai kepala desa Kubang Putiah Bawah

dan Y. Dt. Bagindo sebagai kepala desa Kubang Putiah Ateh. Keduanya menjabat

hingga tahun 2000, yakni ketika dimulainya persiapan untuk kembali ke

batas yang ditentukan oleh perattiran hdang-undangan yang berlaku. Di
dalamnya dapat dimasukkan usaha-usaha desa seperti pasar desa, usaha

pembakaran kapur, genteng dan batu bata, peternakan, perikanan, dan lain-lain.

11 Gusmal, op.cit.
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Begitu juga pungutan-pungutan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa
setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa

(LMD) dan telah mendapat pengesahan dari bupati kepala daerah tingkat II.

Setiap tahun kepala_desa™T ﬁmg ﬁ taaan dan Pengeluaran
iﬁ -

Putiah dengan kisaran nominal Rp 37000#006*Sampai Rp 7.000.000 dengan selang

12 UU No.5 Tahun 1979
13 Gusmal, op.cit.
14 Yarlis, op.cit.
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5 (lima) sampai 8 (delapan) bulan sekali. DPD merupakan sumber pendapatan

utama bagi desa, sehingga desa sangat bergantung pada dana ini.

Berdasarkan catatan Dana Pembangunan Desa Kubang Putiah Bawah,

terdapat beberapa jeni

NV

mesin tik, kursi tamu, radf0o ¥as aset, alat tulis kantor, gedung dan

pekarangan kantor, papan data monografi desa, papan nama kantor

desa.

15 Arsip Desa Kubang Putiah Bawah.
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Pada masa pemerintahan desa, pemerintah melakukan upaya untuk
percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memberikan Dana

Bandes. Dana Bandes merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat

melalui pemerinta

adurL!Y

Pemberian dana bantuan d¢ srepakan sebuah upaya yang dilakukan

oleh pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa di Kabupaten Agam.

16 Gusmal, op.cit.
17 Wawancara dengan Yetriwati, Staf Desa Kubang Putiah Bawah, di Kubang Putiah. 5
September 2017.
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Pemerintah memberi bantuan melalui program bantuan desa pada setiap desa pada
tahun anggaran 1983/1984 yaitu sebesar lebih kurang Rp 1.250.000 per desa,

termasuk di dalamnya untuk biaya kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK), tetapi KAN_fi ﬁgﬁﬁsdﬁﬁﬁ Saran.Bandes. Di samping

seperti pajak dan hasil alam, sebagte ntukkan untuk masyarakat nagari.

18 Wawancara dengan Murni Azis, Ketua PKK Kubang Putiah Ateh di Kubang Putiah
Ateh. 27 Juli 2017.

19 Yetri Wati, op.cit.

20 Yarlis, op.cit.
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Hanya sebagian yang disetor pada pemerintah kabupaten, sehingga nagari
memiliki sumber pendapatan yang lebih banyak bersumber dari hasil kekayaan

sendiri. pemerintah nagari tidak terlalu punya ketergantungan terhadap bantuan-

C. Penataan Ulang Menjadi Dua Desa

21 Gusmal, op.cit.
22 Ibid.
23 Wawancara dengan Yardi, masyarakat Kubang Putiah di Kubang Putiah. 26 Juli 2017.
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Pada tahun 1988 dilakukan penataan ulang terhadap pemerintahan desa
(regrouping) di Sumatera Barat. Sehingga pada tahun 1995 di Sumatera Barat
terdapat 1753 desa, yang berarti telah berkurang sebanyak 1385 desa dari jumlah

ﬁgimbiﬁe wilayah teritorial nagari pada
PAL AS

sebelumnya, yang 72 desadi

WHNIVE

Gambar 2. Kantor B

24 Gusti Asnan, Pemerintah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi, Yogyakarta :
Citra Pustaka, 2006, hal. 266-268.
25 Yarlis, op.cit.

76



yang \dip [ St ak_ _ dian
N‘ 2 " L
wah sengaja

digantikanoteh Mhf wtiah-Ba
didirikan di sebidang tanah yang difihe #lech masyarakat untuk pembangunan
Kantor desa berupa bangunan permanen bertapak tanah yang sekarang

dimanfaatkan sebagai kantor Posyandu Nagari Kubang Putiah.*

26 Ibid.
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Pembagian dua desa ini tidak didasarkan pada faktor jumlah penduduk
atau luas wilayah, melainkan hanya sesuai bateh labuah saja. Maksudnya Kubang

Putiah sebagai salah satu jalur alternatif Bukittinggi-Padang dilewati oleh jalan

raya yang menjadi_jalus Eﬁasfle Rﬁ b mrembelah Kubang Putiah
gl JNIYERLTAS ANDA a o

eanékan di
apatan perangkat desa terjadi dengan

diangkatnya Gusmal sebagai pejabat Kepala Desa Kubang Putiah Ateh selama

27 Arsip Desa Kubang Putiah Bawah.
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delapan bulan. SK pengangkatannya hanya bersifat sementara yaitu pada transisi
dari perubahan kembali sistem pemerintahan dari desa menjadi nagari.*®

Begitu banyaknya perubahan yang terjadi selama masa pemerintahan desa,

sampai akhirnya pem

u

28 Ibid.
29 Arsip Desa Kubang Putiah Bawah.

79



80

BAB YV

KESIMPULAN

gAND

atkan mé-matuhi
aturan yang berlaku di Kubang Putiaf:
Menurut Tambo Alam Minangkabau, masyarakat Nagari Kubang Putiah

berasal dari nagari tertua Pariangan Padang Panjang. Niniak Mamak sebanyak dua



kali sembilan suku melakukan perjalanan dan berhenti di Patamuan Gobah Balai
Bagamba. Sembilan suku yang pertama menetap di sana dan sembilan suku yang

kedua melanjutkan perjalanan ke Kurai Limo Jorong. Sedangkan nama Kubang

'-gNﬁ5

k pala:kepala

asyarakatan, dan pemuka-pemuka

masyarakat.
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Dengan beralihnya fungsi pemerintahan dari nagari ke desa, maka dalam
kehidupan masyarakat terdapat dua lembaga kepemimpinan anak nagari, yakni

kepala desa sebagai lembaga formal dan nagari sebagai lembaga informal.

Selanjutnya untuk menentukan kedudukan Nagari dikeluarkan Peraturan Daerah

~—IVEKSI LAY ANDAT A o

Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 1983 No. 13/1983 tentang Nagari

B~ A, T
Sebagai Masyarakat Hukum Adat pelaksanaann a dilakukan KAN Dalam
§ i W Y S 8

pelaksanaan ﬁembanainan di desa desa, ﬁeran Keraﬁatan Adat Naiarl hanialah

bers1fat konsultatif bagi desa-desa yang berada dalam wilayah nagarinya..Sel

= AN 657
kan langsufig-oleh u a-dcsa-adalah delapan

tahun, terhitung semenjak tanggal pctantikan:
Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, sumber pendapatan desa

berasal dari pendapatan asli desa, pemberian pemerintah baik dari pusat maupun
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daerah, serta pendapatan-pendapatan lain yang sah. Pada masa pemerintahan desa,

pemerintah melakukan upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan dengan memberikan Dana Bandes. Setiap tahun Kepala Desa

&3
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DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Gusmal.

Alamat : Kampuang Nan Limo, Kubang Putiah.

Umr N %E’RSITAS AN DA]_

_ alJ i ub 'ﬂﬁ'\

Peker an i
i 2

Alamat : Kampuang nan Limo, Kubang Putiah.
Umur : 55 tahun.
Pekerjaan : Petani (Masyarakat Kubang Putiah).

8. Nama : Desni Adra.
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Alamat
Umur
Pekerjaan

. Nama

Alamat
Umur

: Kampuang nan Limo, Kubang Putiah.
: 53 tahun.
: Petani (Masyarakat Kubang Putiah).

: Ferawati.
: Kampuang nan Limo, Kubang Putiah.
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Lampiran 1. Catatan Dana Pembangunan Desa Kubang Putiah Bawah

Sumber



Lampiran 2. Catatan Dana Pembang Putiah Bawah




Lampiran 3. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam
No.118/P3MD/A.IV/1997  tentang Keikutsertaan dalam Pelatihan
Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

Sumber : Arsip




Lampiran 4. Catatan Pribadi Rusdi St. Palimo Sati (Mantan Kepala Desa Kubang
Putiah Bawah)

Sumber : Arsip Desa Kuba



Lampiran 5. Catatan Pribadi Rusi St. Palimo Sati




Lampiran 6. Surat Kerapatan Adat Nagari Kubang Putiah tentang Penutupan
Sumur Bor di Kubang Putiah.

Sumber : Arsip KAN Kubang Putiah



Lampiran 7. Surat Tokoh-Tokoh/Masyarakat Se-Kenagarian Kubang Putiah
tentang Penutupan Jaringan Instalasi Air dari Kubang Putiah ke Kota Bukittinggi

Sumber : Arsip KANF



Lampiran 8. Surat Departemen Pekerjaan Umum Perum Perumnas







Lampiran 9. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam tentang Jaminan
Penyediaan Sarana Lingkungan Perum Perumnas Kubang Putiah




Lampiran 10. Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Na




Lampiran 11. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Putiah










Lampiran 12. Hasil Sidang Komisi C mengenai Program Kerja Kerapatan Adat
Nagari Kubang Putiah




